
 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Randy Ari Pratama                          1 

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Serahkan 

1.055 Sertifikat Aset Milik Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan 

 
Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/379053/menteri-atr-bpn-serahkan-1055-sertifikat-aset-milik-

pemda-kalsel 

 

Banjarbaru (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyerahkan 

1.055 sertifikat aset milik pemerintah di Kalimantan Selatan. 

Penyerahan secara simbolis dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Kantor Setda 

Prov Kalsel Banjarbaru, Kamis. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, jumlah sertifikat 

yang diserahkan sebanyak 1055. Penyerahan Sertifikasi aset itu merupakan perintah 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengantisipasi penyalahgunaan aset 

yang berakibat pada permasalahan hukum untuk itu diperlukan tata kelola yang baik. 

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan, dengan diserahkannya 

sertifikat tanah itu, diharapkan dapat memberi rasa aman dan kepastian hukum hak atas 

tanah atas aset-aset Barang Milik Daerah (BMD) maupun aset Barang Milik Negara 

(BMN). 

Pada kesempatan tersebut Hadi juga mengajak pemda menyelesaikan Rencana 

Detil Tata Ruang (RDTR) untuk menarik investor masuk ke banua. 

“Saya sudah melihat datanya di Kalsel sudah mulai berproses, untuk target di Kalsel 

ada 49 RDTR, 11 RDTR sudah menjadi Perkada,” katanya. 
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Disampaikannya, masing-masing daerah idealnya memiliki 4 RDTR, pertama 

tentang Pariwisata, Wilayah Perindustrian, Mitigasi Gempa dan Perkotaan. Sementara itu, 

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau biasa disapa Paman Birin mengucapkan 

terima kasih atas dukungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam mendorong 

penataan aset di Kalimantan Selatan. 

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah 

mengakselerasi legalitas tanah di banua,” katanya. 

Ditambahkan Paman Birin, dokumen resmi akan sangat membantu dalam 

mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan aset tanah. Dengan adanya sertifikat tanah, 

pemerintah daerah dapat melakukan penggunaan yang lebih tepat dan efektif sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan daerah. 

Menurut Paman Birin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung 

program dan kebijakan Penataan aset. Paman Birin juga berkomitmen untuk turut 

berkontribusi dalam menyukseskan reforma agraria sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses yang lebih merata. 

Sementara itu, Kakanwil ATR BPN Kalsel Alen Saputra mengatakan, sudah 75 

persen tanah di Kalsel terdaftar dan yang sudah bersertifikat sebanyak 54 persen. 

Ditambahkannya untuk milik Pemprov Kalsel yang sudah bersertifikat sebanyak 800 aset. 

Pada kesempatan tersebut Paman Birin juga menerima secara simbolis sertifikat 

tanah milik Pemprov Kalsel yakni tanah di Panti Sosial Karya Wanita Melati di wilayah 

Banjarbaru dengan luas 14.560 meter persegi. Turut hadir dalam kegiatan itu diantaranya 

Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan atau yang 

mewakili. 

 

Sumber Berita 
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2. https://mediaindonesia.com/nusantara/596637/menteri-atrbpn-serahkan-1055-

sertifikat-aset-pemerintah-di-kalsel, 13 Juli 2023. 

 

Catatan: 

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan 

lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai 

salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. 

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan 

desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.  
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a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang 

dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak 

Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; 

PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen 

BBNKB. 

c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan 

Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, 

pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan  

pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi 

apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-

cuma.  

d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: 

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat 

kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, 

dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; 

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat 

penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 

Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan 

olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 

kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan 

tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Sementara itu pungutan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian persetujuan 

bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. 

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya 

memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu 

sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. 

Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila 

masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. 


